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KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN BANGKA TENGAH 

 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN BANGKA TENGAH  

NOMOR 13 TAHUN 2026 

TENTANG 

PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) 

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PEJABAT 

PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN 

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH, 

 

 

Menimbang : a.  bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen 

PANRB) Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) di 

Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; 

  b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud   dalam   huruf   a,   KPU   Kabupaten  

Bangka Tengah akan melaksanakan kegiatan Forum 

Konsultasi Publik (FKP) Penyusunan dan Penetapan 

Standar Pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi (PPID), sehingga perlu menetapkan 

Narasumber pada kegiatan tersebut; 

  c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Bangka Tengah tentang Penetapan 

Narasumber Kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) 

Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

SALINAN 
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Bangka Tengah; 

     

Mengingat : 1.  Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

  2.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

  3.  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6863); 

  4.  Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 

  5.  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 

Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

615); 

  6.  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 

Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum 

Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara 



-3- 

jdih.kpu.go.id/babel/bangkatengah 

 

Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 765); 

  7.  Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan 

Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2025 Nomor 347); 

  8.  Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 

Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang 

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 377); 

  9.  Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan 

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan 

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, 

Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat 

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); 

  5.  Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 
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2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi 

Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan 

Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan 

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125); 

     

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

BANGKA TENGAH TENTANG PENETAPAN NARASUMBER 

KEGIATAN FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) 

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN STANDAR PELAYANAN 

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 

(PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN BANGKA TENGAH. 

KESATU : Menetapkan Narasumber Pelaksanaan Kegiatan Forum 

Konsultasi Publik (FKP) Penyusunan dan Penetapan Standar 

Pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

(PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Bangka Tengah sebagaimana tercantum pada Lampiran 

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Keputusan ini. 

KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU 

mempunyai tugas sebagai berikut: 

  a. Menyampaikan materi sesuai dengan bidang keahlian 

dan tema pembahasan terkait peningkatan kualitas 

pelayanan publik dan standar pelayanan PPID; 

  b. Memberikan penjelasan mengenai prinsip, kebijakan, 

regulasi, serta praktik terbaik dalam penyelenggaraan 
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pelayanan informasi publik. 

  c. Mengidentifikasi permasalahan, kendala, dan kebutuhan 

masyarakat dalam memperoleh layanan informasi publik 

pada KPU Kabupaten Bangka Tengah. 

  d. Memfasilitasi diskusi dan tanya jawab dengan peserta 

untuk menghimpun saran, masukan, dan aspirasi 

terhadap rancangan standar pelayanan PPID. 

  e. Memberikan rekomendasi dan saran perbaikan terhadap 

komponen standar pelayanan PPID, meliputi persyaratan, 

prosedur, jangka waktu, biaya atau tarif, produk 

pelayanan, serta mekanisme pengaduan. 

  f. Merumuskan hasil pembahasan berupa masukan dan 

rekomendasi yang dapat dijadikan bahan 

penyempurnaan dan penetapan Standar Pelayanan PPID 

KPU Kabupaten Bangka Tengah. 

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan 

ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Bagian 

Anggaran 076. 

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

 

 

 

Ditetapkan di  Koba 

pada tanggal 12 Oktober 2026 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN BANGKA TENGAH, 

 

ttd. 

 

SUPENDI SAPUTRA 
Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN BANGKA TENGAH 

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, 

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, 
 
 
 
 
 
Darma Ruswido 
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LAMPIRAN  

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN       BANGKA       TENGAH 

NOMOR 13 TAHUN 2026 

TENTANG PENETAPAN NARASUMBER 

KEGIATAN FORUM KONSULTASI 

PUBLIK (FKP) PENYUSUNAN DAN 

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN 

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI 

DAN DOKUMENTASI (PPID) DI 

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN 

UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH 

 

 

 

NARASUMBER KEGIATAN FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) PENYUSUNAN 

DAN PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI 

DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN BANGKA TENGAH 

 

 

No Nama Unsur/Kalangan Keterangan 

1. Syahrial, S.H. 

Pengguna 

Layanan/Organisasi 

Masyarakat Sipil 

Majelis Daerah Korps 

Alumni Himpunan 

Mahasiswa Islam (MD 

KAHMI) Bangka Tengah 

2. Andrian Samallo, S.Pd.I., C.In. Pers 

Persatuan Wartawan 

Indonesia (PWI) 

Kabupaten Bangka 

Tengah 

3. Sumarno, S.E., M.M., ACCIA. Akademisi 

Universitas 

Muhammadiyah  

Bangka Belitung 

4. Martono, S.TP., C.Med. 
Stakeholder Pelayanan 

Publik 

Komisi Informasi  

Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung 
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Ditetapkan di  Koba 

pada tanggal 12 Oktober 2026 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN BANGKA TENGAH, 

 

ttd. 

 

SUPENDI SAPUTRA 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN BANGKA TENGAH 

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, 

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, 
 
 
 

 
 
Darma Ruswido 


